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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1.

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran
Hewan Ternak di Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh DLH
dan Dinas Peternakan belum berjalan maksimal.

DLH Kabupaten Boyolali tidak dapat melakukan pengawasan atau
monitoring secara langsung dan berkala terkait Pengendalian
Pencemaran Lingkungan.

Dinas Peternakan hanya memberikan Pembinaan Kesehatan dan
Pelayanan Kesehatan, dan pada faktanya hanya memberikan
Pembinaan Kesehatan saja padahal masih ada Pembinaan lain yang
masih dapat diberikan kepada Peternak.

Ketidakkonsistenan  Dinas Peternakan memberikan Pelayanan
Kesehatan secara berkala kepada peternakan yang ada di Boyolali
dan terjadi pilih kasih kepada Peternakan Babi terhadap pemberian
pelayanan kesehatan dan pengendalian limbah hewan ternak babi
tentang menjadikan limbah kotoran hewan ternak babi menjadi
pupuk Biogas.

Tidak maksimalnya Peran DLH dan Dinas Peternakan dalam
Pengendalian  Pencemaran Lingkungan karena kurangnya

kesadaran Peternak dalam Pengelolaan Lingkungan dan kurangnya
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Antusias dari peternak untuk pengendalian pencemaran lingkungan
khususnya terkait Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat
Limbah Kotoran Hewan Ternak di Kabupaten Boyolali.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan maka
penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Peternakan melakukan
monitoring secara berkala terhadap pelaku usaha ternak terkait
pengelolaan lingkungan dan Perijinan usaha peternakan.

2. Dinas Lingkungan Hidup perlu memberi sanksi yang tegas dan nyata
kepada pelaku pencemaran lingkungan yang disini berkaitan dengan
pencemaran yang diakibatkan oleh limbah kotoran hewan ternak.

3. Dinas Peternakan melakukan semua program pembinaan bukan
hanya Pembinaan Kesehatan saja terhadap pelaku usaha ternak.
Pelayanan kesehatan dan pengelolaan lingkungan terhadap semua

usaha ternak tanpa pilih kasih.
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PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kompleks PerkantoranTerpadu Kabupaten Boyolali
Jalan Handayaningrat ,Telp. (0276) 3287146 / Fax (0276) 322449, Kemiri
Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah

PERSYARATAN PENGAJUAN IJIN USAHA PETERNAKAN

I. DASAR HUKUM
Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman
Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1.

II. SYARAT REKOMENDASI .

Membuat Surat Permohonan tentang Rekomendasi Usaha Peternakan kepada Bupati
Boyolali cq. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, ditandatangani
pemohon dan diketahui Kepala Desa setempat, dengan dilengkapi lampiran sebagai
berikut :

1:

a.

™ o

FC KTP Pemohon

b. FC SK UKL-UPL atau STPPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup
C.
d

FC Surat Keterangan Informasi Tata Ruang (ITR) yang diterbitkan oleh DPU — PR

. Foto Kondisi Lokasi Usaha sesuai aslinya dengan ketentuan bilamana perlu penataan

lahan harus melampirkan ijin dari instansi terkait

Denah Lokasi Usaha

Rencana Anggaran Biaya

Bukti Sosialisasi Warga yang dituangkan dalan Berita Acara yang berisi tentang
persetujuan warga terdekat dari sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat, tentang
adanya Usaha Peternakan yang dimaksud (dilampiri Absensi warga yang hadir dan
Foto Copy KTP) diketdahui Kepala Desa setempat

Keterangan Usaha Peternakan yang meliputi :

3O 90 32 Oy v i (B9 1D

Alamat Usaha e
Jenis Kegiatan/Usaha $ sssesEE R TP PP PP PPN
Jenis Ternak T T
Jumlah Ternak % 0 e SRR s s SR S iive 0 SRV Fa el 505
Asal Ternak YL S
Sumber Air S T U VI
Sumber Pakan ¥ o e o AR i S SR U D SN R SRS SR S S AR
Pemotongan Hewan Ada / Tidak Ada

Kapasitas Pemotongan @ .......c..cccuenennee ekor

KEPALA DINAS PETERN/ DAN PERIKANAN

NIP. 19590920 198903 1 009



BaYolall; si.iissnoconsnsion

Kepada
Yth.  Bupati Boyolali
c/q. Kepala Dinas Peternakan
Dan Perikanan
Kabupaten Boyolali
» Di BOYOLALI

]

NOMON: vt nnen
Hal : Surat Permohonan Rekomendasi

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nara T~
Alamat

......................................................................................................

Bersama ini saya memohon kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali
untuk diterbitkan rekomendasi uasaha peternakan.

Bersama ini kami sampaikan data-data usaha kami yang meliputi :

L. AlAMatUsaha  §icsussssmsmnssmnnssivsimsmissimsssssmsmimisssssisdessssssiaiens
2. Jenis Usaha RS S S ot ST NPT S
3. Jenis Ternak T
4. Jumlah Ternak : ... U

5. Luas Lahan SR RSSO R SRR AN OH RSSO R SN I RSO e TR R SRR SR SRR SRS
6. Asal Ternak v iiassssese s TSRS e ST AT TSR TV e tioegsgmeneva sevsss ss FRITEH
7. Sumber Air e SRS AP SRR SRS RO S e NSNS A R TRV SO A B e
8. SumberPakan : R e S SR SRRSO WA e e A S S SRR
9. Pemotongan Hewan : Ada / Tidak Ada

10. Kapasitas Pemotongan : ............ ekor/hari

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak
terimaksih.

Mengetahui

Kepala Desa ............ Pemohon




